ABSTRAK
Muntasir. 2025. Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Wasiat
Wajibah Ahli Waris Non-Muslim Dan Peranannya Dalam Pembaruan Hukum
Kewarisan Islam Di Indonesia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam sistem
hukum di Indonesia, baik sebagai sumber hukum tambahan maupun sebagai sarana
untuk memperbaharui hukum agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 merupakan titik awal
pengakuan terhadap ahli waris non Muslim dalam sistem hukum waris Islam, untuk
mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang kemduain diikuti oleh beberapa
putusan berikutnya. Sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah
tidak mempertimbangkan penerapan untuk seorang non Muslim, dengan dasar
seseorang yang berbeda agama bukan termasuk dim ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal reasoning yurisprudensi
Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah ahli waris non muslim, Dinamika
yurisprudensi Mahkamah Agung, Implikasi yurisprudensi dalam sistem hukum
kewarisan dan Peranan yurisprudensi dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di
Indonesia.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, untuk grand theory, digunakan
teori: Maslahah. Middle theory menggunakan teori Penemuan Hukum, Applied
theorinya : Teori Hukum Progresif.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, adapun
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini
berusaha untuk menggali identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum,
yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi peraturan perundang-undangan.
Dalam penelitian yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan (legal approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Legal reasoning yurisprudensi
menunjukkan suatu evolusi dari pendekatan normatif tekstual ke pendekatan
kontekstual-substantif, yang secara tidak langsung berperan dalam pembaruan
hukum kewarisan Islam di Indonesia, serta membuka jalan bagi perumusan hukum
Islam nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan di tengah masyarakat
multikultural dan multireligius, 2) Dinamika yurisprudensi menunjukkan
konsistensi dan perkembangan yang signifikan dengan tetap menempatkan ahli
waris non Muslim bukan sebagai ahli waris dan memberikannya melalui wasiat
wajibah, sebagai upaya menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial
Indonesia yang plural berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif 3) Implikasi
penting bagi sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Putusan-putusan tersebut
membuka ruang pembaruan hukum waris Islam yang lebih inklusif dan kontekstual,
dengan menempatkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pengakuan terhadap
realitas sosial masyarakat majemuk sebagai dasar pertimbangan hukum. 4) Peranan
strategis dalam mendorong pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia,
melalui pendekatan progresif yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan,
putusan-putusan tersebut merefleksikan adaptasi hukum Islam terhadap realitas
masyarakat plural.



ABSTRACT

Muntasir. 2025. Dynamics of Jurisprudence of the Supreme Court
Concering the Wills of Non-Muslim Heirs and Their Role in Renewing Islamic
Inheritance Law in Indonesia.

Supreme Court jurisprudence plays a crucial role in the Indonesian legal
system, both as a supplementary source of law and as a means of updating the law
to keep it relevant to societal developments. Supreme Court Decision No.
368.K/AG/1995 marked the starting point for recognizing non-Muslim heirs in the
Islamic inheritance law system, allowing them to inherit through mandatory wills,
which was then followed by several subsequent decisions. Previously, the
Compilation of Islamic Law did not consider the application of mandatory wills to
non-Muslims, on the basis that individuals of a different religion were not included
as heirs.

This study aims to analyze the legal reasoning of the Supreme Court's
jurisprudence regarding mandatory wills for non-Muslim heirs, the dynamics of
Supreme Court jurisprudence, the implications of jurisprudence in the inheritance
law system and the role of jurisprudence in the renewal of Islamic inheritance law
in Indonesia.

This research utilizes several theories. The grand theory is Maslahah. The
middle theory is Legal Discovery, and the applied theory is Progressive Legal
Theory.

This research employs a descriptive analytical method, employing a

normative juridical approach. This research seeks to identify the stages of legal

development, which can be narrowed down to legislation. In this normative
juridical research, this research employs a legal approach and a case approach.

The results of this study conclude that: 1) Legal reasoning of jurisprudence
shows an evolution from a textual normative approach to a contextual-substantive
approach, which indirectly plays a role in the renewal of Islamic inheritance law in
Indonesia, and paves the way for the formulation of inclusive, adaptive, and just
national Islamic law in the midst of a multicultural and multireligious society, 2)
The dynamics of jurisprudence show consistency and significant development by
continuing to place non-Muslim heirs not as heirs and providing them through
mandatory wills, as an effort to adapt Islamic law to the pluralistic social reality of
Indonesia oriented towards the values of substantive justice 3) Important
implications for the Islamic inheritance law system in Indonesia. These decisions
open up space for a more inclusive and contextual renewal of Islamic inheritance
law, by placing the principles of justice, benefit, and recognition of the social reality
of a pluralistic society as the basis for legal considerations. 4) The strategic role in
encouraging the renewal of Islamic inheritance law in Indonesia, through a
progressive approach that prioritizes justice and welfare, these decisions reflect the
adaptation of Islamic law to the reality of plural society.
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